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LEMBARAN DAERAH
KABTJPATEN TAPANULITEHGAH

PBRATURAH DAERAH KABUPATEH TAPABUIITENGAH
NOMOR 1OTAH0N 2O11

j

TENTANG
RETRIBUSITEMPATKHUSUS RARKIR

DENGAN HAHMAT TUHANYANG MAHA ESA

BOPATITAPANULI TENGAH,

leriimbang: a. bahwa dengan berlakenya Undang-Undang Ncraor 28Tahun 2009
tentang Pajdk Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan
Retribusi Tempat Khusus Parkir fnenjadi Retribusi Daerah
Kabupaten, maka untuk pelaksanaannya dilapangan perhi diatur
dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan seba^imana dimaksud dalam
huruf a, periu rnembentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir.

|Q

it: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Ptovinsi
Sumatem Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negam Republik
Indonesia Nomor 3209);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tate 2004 tentang Pemerintahan

Daerah Negara.Reputalik. Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tamhahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimsna telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20C8 tentang Perubahan Ked.ua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (T ^mharan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59,Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

ICeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lridonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor . 22 Tahun 2009 tentang Lain Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Fedoman
Pembinaan dan Perigawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

1.0. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupatra/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahtin 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

IT. Peraturan Pemerintah Nomor 69' Tahun 2010' tentang tata
pemberian dan pcmanfaatan Insentif pemugutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020

cara
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tate 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (T /y.ifonmn Negara.Republik..Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhrr dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor . 22 Tahun 2009 tentang Lain Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor: 130, Tambahan Lembaran Negara Republik TnHnnpsifl

Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Pemndang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Iwnharan Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemeiintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerali
Provinsi dan Pemeiintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

IT: Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata
pembeiian dan pemankiatan Insentif pemugutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010

earn
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0 Nomor 119,Tambahan bsrabaran Negara Republik Indonesia Nomor

5161);

Dengan Persetiyuan Bersama

|DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANUU TENGAH

dan
BUPATI TAPANUU TENGAH

MEMUTUSKAN:

lenetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS

PARKHL

BAB 1$0 KETENTUAN UMUM

Pnsal 1 :

|km Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
I Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
U Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
I Pemerintah Daerah dan Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah menurut
|Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi sduas-luasnya dalam
I sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
|dalam Undang-Undar.g Dasar Negara RepuWik IndonesiaT&hun 1945.
I Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perar.gkat Daerah sebagai unsur
I penyelenggara Pemerintahan Daerah.
I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang
I merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
I Pemerintahan Daerah.
i Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
||Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah

ly sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
p Peraturan Daerah adalah peraturan Daerah Kabupaten TapanuliTengah
1Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati'Tapanuli Tengah.
If Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
W balk yang mclakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
B meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer., perseroan lainnya, harian

o

G
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0
miHif negara (BJMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan

dan daiam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, c.rgarisasi massa, organisasi sosial politik,

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya terraasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah

f sebagai pembayaran atas jasa atau pembeiian izin tertentu yang khusus
i; disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadiatau Badan.
11 Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pekjyanan yang

menyebahkan barang, faailitas, kenianlaatan lainnya yang dapat dinikmaii oleh

i orang pribadi atau Badan.
12 Jasa Usaha. adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan

menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

13 Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah. Pungutan Pemerintah Daerah atas,
pelayanan ponyediaan tempac khusus parkir.

4 Tempat Khusus Parkir adalah tempat atau areal yang disediakan, dirniliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat khusus Parkir, yang
bersifat temporer, bandana F.L Tobing, .pasar/onan, objek Wisata, dan tempat
khusus lainnya.

15 Parkir adalah keadaan suatu kenderaan yang tidak bergerak dan atau berhenti.
yang siiatnya tidak sementara.

16 Kenderaan Bermotor adalah kenderaan yang digcrskkan oleh peralatan teknis
yang berada pada kenderaan itu.

17 Mobil Bus adalah Setiap Kenderaan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8
(delapan) tempat duduk tidak tennasuk tempat duduk pengemudi baik dengan
perlengkapan pengangkutan bagasi.
Mobil Barang atau Truk adalah Setiap Kenderaan- Bermoior seisin dari yang
tennasuk daiam anka 17 yang dipergunakan khusus untuk mengangkut

•barang.
Parkir Berlangganan adalah parkir pembayaran Retribuainya untuk jangka
waktu 1 (satu) bulan dan/atau 1 (satu}tahun.
Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut peamotong
Retribusi Jasa Usaha.

narna

atau

o

<
i
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I

llasa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan balas

taktu bagi Wajib Retribusi untuk: memanfaatkan jasa dan peririnan tertentu

Bari Pemeiintah Daerah >ang bersangkutan.
lurat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti

gpembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan

Inenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah

imelalui tempat pembayaran yang dihunjuk oleh Bupati.
Isurat Keterapan Retribusi Daerah Lcbih Bayar, yang selanjutnya disingkat

IsKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
iperabayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada

pRetribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
f-Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
Iuntuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa

I bunga dan/ atau denda.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

• keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi dapmh

Penyidikan tdndak pidana. di. hidang retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyi.dik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan btkti itu membuat terarig tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

i
:

!

IBAB n
RETRIBUSI 0

Bagian Kesatu
Najna, Objek dan Goiongan Retribusi ill

•:
Pasal 2

j
'

i
an naraa Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi pekyanan
diaan tempat ptirkir, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan
inal, yang di.sediakan, dimilild, dan/atau dikelola ofeh Pemeiintah Daerah.

;!:
!

: :
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0 :,H Pasal 3

Ibjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir

|ng disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
likecualikan dan cbjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

lelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh

(femerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. :

:

Pasal 4

oisi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

q Bagian Kedua
Subjek dan W^jib Retribusi

Pasal 51

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah oxang pribadi atau Badan yang
ggunakan/menilcmati pelayanan. penyediaan tempat khusus parkir
Skk&n, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

yang

O
Pasal 6

p Rcdibusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang
ggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat khusus parkir,
Jiakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daemh.

yang

:

Bagian Ketiga
Jenis, Rincian Objok, Kriteria Retribusi

Pasal 7

it penggunaan pelayanan jasa Temjsat Khusus fhrkir diukur bexdasarkan jerut
naan, jumlah dan waktu pemakaian.

- 6 -



o BAB in

PENETAPAN DAN MUATAN RESTRIBUSI
Bagiaa Kesatu.

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 3

I Prinsip dan sasaran daiam penetapan iarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan

I pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
|Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

I keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan

I secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

0
BAB IV

Bagian Kesatu
Stiuktur dan Besamya Tarlf Retribusi

Pelayanan Parkir

Pasal 9

struktur dan besamya fcarif Retribusi tempat khusus pandr bevdasarkan atas
blayanan Parkir, ditetapkan sebagai berikufc
|) KhususParkir diBandaraF.LTobing:
l a, Sepeda motor
| b. Taksi, Mobil pribacli dan sejeniaiya
t c. Bus minidansejenisnya

[ d. Bus umum, truk dan. sejenisnya ....
I: e, Truk gandeng dan sejenisnya
p} Khusus Parkir ditempat lain tertentu seiain Bandara F.LTobing:
| a. Untuk waktu.sampaidengan3 (dga) jam:

1. Sepeda motor
2. Taksi,. Mobil pribadi dan sejenisnya

[ 3, Bus mini dan sejenisnya

J. 4, Bus Umum, Truk dan sejenisnya ........
5. Tnok Gandeng dan sejenisnya

b. Untuk waktu sampai dengan 6 (enain) jam:
1. Sepeda motor

Q

c ... Rp. 1.000,-
. Rp.2.000,-
.. Rp.2.000,-
... Rp.3.000,-
, Rp..5.000,-

%

.Rp. 500,-
Rp.. 1.000,-

.Rp. 1.500,-
Rp. 2.000,-
Rp. 2.500,

Rp 1.000,-
Q - 7 -



..... Rp. 2,000,-
Rp. 3.000,-
Rp. 4.000,-
Rp. 5.000,-

I 2. Taksi, Mobil pribadi dan sejenisnya......
* 3,, Bus.minLdan-sejenisnya
I. 4. Bus Umum,Truk dan sejenisnya

1 5. Truk Gandeng dan sejenisnya
I c. Untuk walctu sampai dengan 6 (enam) jam:
I 1. Sepeda motor
I 2. Taksi, Mobil pribadi dan sejenisnya
I 3. Bus mini dan sejenisnya
I 4. Bios Umum, Truk dan sejenisnya
I 5. Trul< Gandeng dan sejenisnya

I d.Untuk parkir 1 (satu) hari:
I 1. Sepeda motor
I 2. Taksi, Mobil pribadi dan sejenisnya
I 3. Bus mini dan sejenisnya

H 4. Bus Umui i,Truk dan sejenisnya

ij 5. Truk Gandeng dan sejenisnya

Q

Rp. 1.000,-
Rp. 2.000,-
Rp. 3.000,-
Rp. 4.000,-
Rp. 5.000,-

Rp. 2,000,-
Rp. 5.000,-
Rp. 7.500,-
Rp. 10.000,-
Rp. 15.000,-

0

Pasal 10

miktur dan besamya tarif Retribusi tempat khusus parkir bendasarkan atas parkir
Irlangganan, ditetapkan sebagai berikut
|Sepeda motor

I dan/atau
W Taksi, mobil pribadi dan/atau sejenisnya
|dan/etau

I Bus mini dan sejenisnya
|dan/ate.u
I Bus umum dan Truk
I dan/atau

Truk Gandeng dan/atau sejenisnya
1 dan/atau

o Rp. 13.000,-/bulan
. Rp. 130.000,-/tahuri
.Rp. 25.000,-/bulan
Rp. 250.000,-/tahun
.Rp. 35.000,-/bulan
. Rp. 350.000,-/tahun
Rp. 50.000,-/bulan
Rp. 450.000,-/tahun
Rp. 65.000,-/bulan

( Rp.600.000,-/tahun

Q
:
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0 Bagian Ketiga ;

Masa Peuetapan Tarif Retribusi

Pasal 11

I Tarif Retribusi ditinjau kcmbaii paiinglama1(satu) bulan takwin.

|Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

I dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
|Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

I dengan Peraturan Bupati.
1 Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut
i Masa RetribusiTempat Khusus Parkir, adalah sebagai berikut
1 a. Sampai dengan waktu 3 (tiga) jam;
S b. diatas3 (tiga) s/d 6 (enam) jam;
E c. diatas 6 (enam) s/d 12 (dua belas) jam atau parkir 1 (satu) hari;
1 d. Parkir berlangganan untuk mas 1 (satu) buJan dan/atau 1 (satu) tahun.

3BABV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu

WitayaL Pemungutan

i -

Q
I Pasal 12

Sribusi tempat khusus parkiryang terutangdipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang
dipersamakan.
Dokumen Iain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

I , Dalam hal Retribusi dilaksanakan secara bulanan, maka pembayaran Retribusi

I ’ Oleh pedagang harus sudah lunas selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh)
I.setiap bulannya

i:

- 9 -



0 [•Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya

\atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar

12% (dua piersen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak

I kurangdibayar.dan .ditaglh dengan menggunakan STRD.
; Ketentuan lebih laqjut mengenai tata earn pelaksanaan pemugutan retribusi

dengan Peraturan BupatL
i Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cam pelaksanaan pemungutan Retribusi

diatur dengan Peraturan Bupati.

atau

Bagian Ketiga
Pp.mgnfgwftin

O Pasai 14

I Pemanfaatari dan penervmaan masmg-masing jenia Retribusi diutamakan
|untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan

I pelayanan yang bersangkutan.
i Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerirnaan Retribusi sebagaimana
* dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

o
Bagian Keempat

Keberatan dan Banding

Q Pasai 15

|Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
I atou pejabat yang dihunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
I Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
I alasan-alasan yang jelas.
|Keberatan barns diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak

I tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu ri«pat
| menunjukkan bahwa jangka waktu il:u tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
I luar kekuasaannya.
I Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
I suatu keadaan yang teijadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi
|Pengajuan keberatan tidak menunda kew^jiban membayar Retribusi dan

I pelaksanaan penagihan Retribusi.

o -10 -



O 3 Pasalt16

i-Supati jangka wakfcu paling lama6 (enam] bulan sejak tanggal dan. Surat

IKeberatan diterima -hams memberi .kep.utusan. atas .keberatan yang diajukan

I dengan menerbilkan Surat XeputusanKeberatan-
I Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk metnberikan

|kepastian 'hukurn bagi Wajib Retribusi, txihwa keberatan yang diajukan barus

|diberi keputusanoleh£ upati.
I Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
r sebagian,<:meiiQlak,atau menarnbah besarnyaRetribusiyang terutang.
{ ApabUa jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
| Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

S dianggap dikabuGcan.

i
PasallT

|Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagan atari seluruhnya, kelebihan
I pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbaJan bunga sebesar
I 2% (dua persen).sebulan untuk palinglama12. (dua belas) bulam
$• Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
| pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.Q

i

Bagian Kelima
Pembetulan, Pembataian, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan

atau Pengurangan Sanksi Adrnbrstratil

i!

1
Pa3al IS

l) Atas permohonan Waj'.b Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat
| membetulkan SKRD, STRD, SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat

I kesalahan. tulis dan./atau. kesalahan. hiding dan/atau ke.ke.Urua.TY penerapan
| ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
% Bupati dapat;

L a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi adrninistratif bempa bunga,
denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan- perundang-
undangan retribusi daerah, dalam. h£il sanksi tersebut dikenakan karena
kekhiMan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;

;

i|
1

I
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0 b. tnenggian&an atau mf.mbatatltanSKKD,STRD> SKRDUS yang tHak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STRD;

d. membatalkan basil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan

atau diterbitkan tidalc sesuai dengan tata cara yang ditentukan;dan

e. mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi

Ketentuan ' lebih lanjut mengendi tata cara pengurangan atau penghapusan

sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi

sebagajmana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARANC

Pasal 19

| Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat meng^jukan
permohonan pengembaiian kepada Bupati.

H|) Bupati dalamjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya

Wm permohonan pengembaiian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana

|H|dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
ffii) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya

permohonan pengembaiian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

SB] Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tplah

HE chlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
Hi pengembaiian pembayaran. Retribusi dianggap dikabnlkan dan SICRDLB harus

diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

^B} Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kgteKibar.
K| pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
Hft diperhitungkan untuk melunasi terlebih dalxulu utang Retribusi tersebuL

Pengembaiian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimakg^d pada

Bft ayat (1) diiakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SICRDLB.

Hi) Jika pengembaiian kelebihan pembayaran Retribusi Hilaknkan setelah lewat 2
H (^ua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua person)
HH sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi

Q

c
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penembalian kelebihan pembayaran

Iretribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
:

BAB vn
ICSDALUWARSA PENAGIHAN

1*3sal20

m Hak Tinhilr wdnlmknn penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa. setelah
K melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,

Kv kecuali apabila'Wajib Retribud melakukan tindak pidana di bidangRetribud.
Ef Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
m tertangguh apabila;

1 a. diterbitkan Surat Teguran; atau
I b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribud baik langsung maupun
I tidak langsung.
P) Dalam hal diterbitkan Sur \t Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
I huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
I Teguran tersebut

|3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

| huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
n mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah

Daerah.
14) Pengakuan utang Retriburi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada

j; avat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

I
:
:

|
i.|

!I asal 21
'

1(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dita&h lagi karena hak untuk melakukan
I penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
1(2) Bupati menetapkan Keputusan 'Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah

f kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
|;(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang
[ sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. :

- 13 -
;



BAB vm
PEMBUKUAN DAW FEMERIKSAAN

Pasal 22

Bupati terwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan

perundang-undangan Retribusi Daeiah.
Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek

Retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki ternpat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeiiksaan;
dan/atau

c. memberilan keteiangan yang diperiukari.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23
:

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian Idneija tertentu.
Pemberian insentif sebagaimana diirufksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemaniaatan Insentif
sebagaimana dimaksi d pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BABX
PENYIDIKAN

Pasal 24

Pe/abat Pegawai Negen Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sehagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

- 14 -



Io bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimalcsud dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana limaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri

sipil tertentu di lingkongan Pemerintalx Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan. tindak pidana Retribusi Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tei-sebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak:pidana di bidang Retribusi Daerah; |

g. menyuiuh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlarxgsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterar.gannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain, yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Q

i:
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o BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak meiaksanakan kewajibannya aehingga merugjkan

keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

pidana denda. paling banyak 3 (tiga) kali jumJah Retribusi terutang yang tidak

atau kurar.g bayar.
Tindak. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(l), merupakan pelanggaran.

11)

(2)

Pasal 26

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), merupakan penerimaan

C Negara.

BAB xn
KETENTUAN PERALXHAN

Pasal 27

B Pada saat Peraturan Daerah ini beriaku, retribusi yang manih terutang berdasarkan

O 9Peraturan Daerah tentang Retiibusi tempat khusus parldr, sepanjang tidak diatur
|i dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagjh selaina jangka waktu 5 (lima) tahun

i8 terhitung sejak saat terutang.

BAB xm
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah Nomor 12 tahun 2007 tentang :Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum, dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.

Pasal 29

»Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur
mdengan Peraturan Bupati.



0 Pasal 30

, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten TapanuiiTengah.
:

Ditetapkaa di Pandan
pada tanggal 1 Desember 2011
BTJPATITAPANUU TENGAH

ttd

RAJA BOHARAN SITUMEANCT0
Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 1 Desember 2011

'ARTS DAERAH KABUPATEN TAPANUU TENGAH

'HH iTTJBARAQji RAN DAERAH KABUPATEN TAPANUU TENGAH NOMOR 10 TAHUN2011 SERI G

:
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2011
T E N T A N G

o

RETRIBUSITEMPAT KHUSUS PARKER

PENJ.ELASAN UMUMI.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahaan Daerah don terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah untuk itu dalam peningkatan
Perxdapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
berkewenangan untuk mengatumya dalam peraturan daerah tentang
Retribusi tempat Khusus Parkir.

C

‘ n. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

.. - \V .

Cukupjelas
:Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dan dengan pelayanan
petugas parkir untuk mengatur tempat perparkiran maka dapat dikrttip
Retribusi Khusus Parkir dari Subjek Parkir.

Pasal 3

O'
':

C
Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas
Pasal 5

Cukupjelas
Pasal 6

Cukupjelas
Pasal 7

Cukupjelas
Pasal 8

Cukupjelas
Pasal S

- 13 -



0'

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
CuLcup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukupjelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Dalam suatu hal kedaiuwarsanya penangjhan Retribusi apabila hak untuk
melakul-can. penagihan tersebut telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

:

c

0

q

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
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0 Apabila ketentuan rialam Peraturan Daerah tentang retribusi tidak di

indahkan oleh Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 26
Cukupjelas

Pasal 27
Cukupjelas

Pasal 28
Cukupjelas

g

n Pasal 29
Cukupjelas

Pasal 30

Cukupjelas

TAMBAH USMBARAN DAERAH KABUFATEN TAPANULITENGAH
TAHUN 2011 NOMORIO

Q

c

:

:
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